KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 61 / SK / 2004

TENTANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang 
: 
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal  terhadap proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal.

Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 2943);.

2.  
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara  Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/M Tahun 2001;

17. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004  tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri  melalui Sistim Pelayanan Satu Atap;

18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal , sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003;

19. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang  Pedoman  dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Menetapkan 
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI   PENANAMAN MODAL TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendalian  adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan, bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal  sesuai dengan ketentuan surat persetujuan penanaman modal yang telah diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data  perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan penanaman modal dan masalah-masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

3. Bimbingan adalah upaya atau kegiatan pembinaan yang dilakukan guna membantu menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

4. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran / penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan penanaman modal.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk selanjutnya disebut BKPM adalah Instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal  dalam rangka PMDN dan PMA.

6. Instansi Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disebut IPMP adalah instansi Pemerintah Provinsi yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah provinsi.

7. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IPMK adalah instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah kabupaten/kota.

8. Instansi Pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah pusat maupun daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan penggunaan fasilitas, mengurus pemberian perizinan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman  modal.

9. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

10. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero atau Otorita yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola Kawasan Berikat.

11. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah wilayah geografis dengan batas-batas  tertentu yang memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau  mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan/atau memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

12. Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah badan yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola KAPET.

13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan  dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

14. Proyek adalah kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA yang telah mendapat persetujuan Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek baru maupun perluasan.

15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan kegiatan proyek penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

16. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap proyek penanaman modal dalam bentuk dan tata cara yang diatur dalam Keputusan ini.

17. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan  PMDN/PMA dalam melaksanakan penanaman modal baik secara administratif  maupun dalam bentuk fisik.
18. Kegiatan nyata secara administratif  dilihat dari telah diperolehnya  izin-izin yang diperlukan untuk merealisasikan proyek berupa :

a. Izin Lokasi atau perjanjian sewa gedung  khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dan/atau,

b. SP Pabean Barang Modal, dan/atau,

c. APIT dan/atau

d. RPTKA  bagi yang menggunakan TKWNAP; dan/atau

e. IMB dan/atau

f. Izin Undang-undang Gangguan/HO, 

19.
Kegiatan nyata dalam  bentuk  fisik  merupakan  kegiatan  yang  telah  dilakukan untuk :

a.  
Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa  : 

1. Pengadaan lahan,  atau

2. Pembangunan gedung/pabrik, atau

3. Pengimporan mesin dan peralatan.

b.   Bidang  usaha jasa,  telah ada kegiatan pokok berupa : 

1) Pengadaan lahan  atau;

2) Pengadaan / pembangunan gedung / ruang perkantoran. 

c. 
Bidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.

d. 
Bidang usaha perikanan telah ada kegiatan pembelian sebagian kapal ikan.

20. Pembatalan adalah tindakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA  yang belum ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik.

21. Pencabutan adalah tindakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA  yang sudah ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal  2

(1) Maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk :

a. Mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal.

b. Memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk :

1.
pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perubahan dan perizinan;

2.
penyusunan kebijaksanaan penanaman modal;

3.
pembinaan dan pengawsan.

c. Membantu pemecahan serta penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan.

d. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

(2) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal.

BAB  III

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal  3

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :

a. Melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal, yang dilaporkan dalam LKPM dan dari sumber serta cara lainnya

b. Memberikan bimbingan/pembinaan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA, mengenai berbagai  kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

c. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.

d. Memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMDN/PMA agar pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan Surat Persetujuan yang telah diperoleh.

e. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.

f. Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal .

Pasal 4

(1)
Pemeriksaan  langsung  ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf   f, dilakukan tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek.

(1) Pemeriksaan langsung diberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

(2) Pejabat yang akan melaksanakan pemeriksaan langsung wajib memiliki Surat Tugas dari instansi yang menugaskan dan menunjukkannya kepada perusahaan yang diperiksa .

(3) Perusahaan wajib menerima pejabat yang melakukan pemeriksaan langsung dan memberikan penjelasan yang diminta, sesuai dengan maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

(4) Hasil pemeriksaan   sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilaporkan   kepada   Bupati/Walikota  dan/atau Gubernur yang bersangkutan dan/atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)
IPMK  melaksanakan  penyelenggaraan  pengendalian  pelaksanaan  proyek-proyek PMDN/PMA di wilayahnya.

(2) IPMP melakukan koordinasi pengendalian pelaksanaan seluruh proyek PMDN/PMA diprovinsinya.
(3) BKPM melakukan koordinasi pengendalian pelaksanaan proyek PMDN/PMA  secara nasional.

(4) IPMK dan/atau IPMP dan/atau  BKPM baik secara sendiri maupun bersama-sama dapat bekerjasama dengan Instansi terkait untuk melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 

BAB V

BENTUK  DAN  TATACARA   PEMBUATAN 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

Pasal 6

(1) Berita Acara Pemeriksaan  Proyek  (BAP) diperlukan untuk pengajuan permohonan Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap ( IU/IUT), pengenaan sanksi dan keperluan lainnya. 
(2) Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan proyek dalam rangka penerbitan IU/IUT diajukan kepada IPMP, dengan  menggunakan formulir sebagaimana Lampiran I.

(3) Setelah menerima permohonanan tersebut dalam ayat (2), IPMP mengkoordinasikan Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang beranggotakan wakil-wakil dari dinas/instansi terkait di daerah yakni :

a Sektoral ;

b Pelayanan Pajak ;

c Pelayanan Bea & Cukai ;

d Pertanahan ;

e Tenaga Kerja ;

f Lingkungan Hidup;

g Lainnya yang dianggap perlu . 

(4) Pemeriksaan proyek dan pembuatan serta penandatanganan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk proyek-proyek PMDN dan PMA yang berlokasi didaerahnya.

(5) Anggota Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diikutsertakan dalam pembuatan BAP disesuaikan dengan maksud atau keperluan pembuatan BAP.

(6) BAP tidak diperlukan sebagai persyaratan permohonan IU / IUT untuk proyek-proyek yang berlokasi di Kawasan Industri, namun dalam hal tertentu BKPM dapat melakukan pemeriksaan atas proyek yang dilaksanakan.

(7) Pembuatan BAP sebagai laporan pemeriksaan proyek menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada :

a. Lampiran IIA,
untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan IU/IUT proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha  Kawasan Industri, Lapangan Golf  dan Perumahan ;

b. Lampiran IIB,  
untuk pembuatan BAP dalam rangka  penerbitan IU/IUT proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha selain  tersebut pada huruf a;  

c. Lampiran III   
untuk  pembuatan  BAP  dalam  rangka   pencabutan  persetujuan penanaman modal karena adanya pelanggaran.

Pasal 7

(1) BAP untuk IU/IUT meliputi antara lain :

a. Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi;

b. Pemeriksaan teknis atas mesin-mesin/peralatan dan bahan baku/penolong  yang digunakan.

(2) BAP untuk penerbitan IU/IUT diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan pemeriksaan proyek oleh perusahaan yang bersangkutan  kepada IPMK atau IPMP. 

(3) 
Apabila  dalam  jangka  waktu  paling  lama  12  (dua belas)  hari  kerja   BAP  untuk penerbitan IU/IUT tersebut tidak dapat dipenuhi maka BKPM mengambil langkah untuk mempercepat proses penerbitan IU/IUT dengan memperhatikan data yang tercantum dalam LKPM yang telah disampaikan oleh perusahaan dengan lengkap dan benar. 

BAB  VI

BENTUK DAN TATA CARA PELAPORAN

Pasal  8

(1) Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar yang menggambarkan keadaan perusahaan.

(2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara periodik oleh perusahaan PMDN/PMA dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan yang sedang dalam tahap pembangunan/konstruksi atau telah berproduksi namun belum memiliki IU/IUT, menggunakan formulir L.1 (Lampiran IV)  disampaikan setiap enam bulan/semester dengan periode Laporan  Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember) dan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir semester yaitu Laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

b. Bagi perusahaan yang telah berproduksi dan memiliki IU/IUT, menggunakan formulir L.2 (Lampiran V), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun, dengan periode Laporan Tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember), dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

(3) Perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal dalam periode 1 Januari -30 Juni, telah wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaannya untuk periode Semester I tahun yang bersangkutan, sedang bagi perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal pada periode 1 Juli - 31 Desember, telah wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaannya pada periode Semester II tahun yang bersangkutan.

(4) Bagi masing-masing surat persetujuan penanaman modal baik proyek baru maupun perluasan diwajibkan membuat laporan secara terpisah. Untuk surat persetujuan yang telah memiliki IU/IUT, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.

(5) Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di lebih dari  1 kabupaten / kota pada satu surat persetujuan,  wajib menyampaikan laporan perkembangan proyek disetiap kabupaten/Kota secara terpisah.

(6) Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di beberapa bidang usaha  dalam satu surat persetujuan, wajib menyampaikan  laporan perkembangan penanaman modalnya dalam satu laporan dengan merinci realisasi  proyeknya per bidang usaha.

(7) Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek secara bertahap, wajib menyampaikan laporan masing-masing proyek menurut tahapan pelaksanaan proyeknya.

(8) Bagi proyek yang beralih status dari PMDN menjadi PMA, dari PMA menjadi PMDN atau dari non PMDN/PMA menjadi PMA atau melakukan penggabungan perusahaan (merger) dan belum memiliki IU/IUT wajib menyampaikan L.1. Sedangkan yang telah memiliki IU/IUT, wajib menyampaikan L.2.

(9) LKPM dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing disampaikan kepada IPMK, IPMP dan BKPM.
(10) LKPM bagi perusahaan PMDN/PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat atau KAPET dibuat dalam 4 (empat) rangkap, disampaikan kepada Penyelenggara Kawasan Berikat atau Pengelola KAPET, IPMK, IPMP dan BKPM.

Pasal 9

(1) IPMK melakukan evaluasi atas setiap LKPM yang diterima dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada IPMP dan BKPM dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak LKPM diterima.

(2) Jika terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan dalam LKPM, IPMK dapat meminta perusahaan yang bersangkutan untuk memperbaikinya.

(3) Dalam hal tertentu, BKPM dapat melakukan evaluasi atas LKPM.

(4) IPMK/IPMP melakukan evaluasi kumulatif atas  pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA diwilayahnya   setahun sekali dan disampaikan kepada BKPM selambat-lambatnya tanggal 31 Maret  tahun berikutnya.


BAB  VII

TATA CARA PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN

Pasal 10

(1) Atas  Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka PMDN/PMA untuk proyek baru maupun perluasan, yang belum melaksanakan kegiatan nyata dalam bentuk  fisik dapat diajukan permohonan pembatalannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(2)
Permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan oleh :

a. Perusahaan yang bersangkutan dengan melampirkan kelengkapan data berupa:

1. Surat pernyataan dari para pihak dalam hal perusahaan belum memiliki akta pendirian perusahaan atau rekaman hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal perusahaan telah memiliki akta pendirian perusahaan;

2. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;

3. LKPM periode terakhir.
b. IPMK  atau  IPMP  dalam hal  terjadi  penyalahgunaan / penyimpangan  atas Surat Persetujuan yang telah diberikan. 
(3)
Surat  Persetujuan Penanaman  Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya  tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata.

(4)
Pernyataan atau penetapan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditegaskan kembali secara tertulis oleh BKPM.

Pasal 11

(1)
Atas  Surat Persetujuan  Penanaman  Modal  yang  telah direalisasikan   dalam  bentuk kegiatan nyata dapat diajukan permohonan pencabutan  atas sebagian atau seluruh proyeknya kepada BKPM.

(2)
Permohonan pencabutan tersebut dapat diajukan oleh :

a.
Pimpinan  perusahaan atau yang dikuasakan dengan melampirkan kelengkapan data berupa:

1. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;

2. Rekaman hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau bentuk/cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
b. 
Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota atau Instansi Penanaman Modal Propinsi dalam hal terjadinya penyalahgunaan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban yang ditetapkan dalam  Surat Persetujuan Penanaman Modal dengan melampirkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP);

2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;

(3)
BKPM  melakukan  pencabutan  Surat Persetujuan Penanaman Modal terhadap perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal   12
(1) Surat Persetujuan Penanaman Modal  dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi proyek baru dan  2 (dua) tahun berturut-turut bagi proyek perluasan sejak tanggal  dikeluarkannya surat persetujuan, perusahaan tidak pernah menyampaikan LKPM  atas proyeknya.

(2) Kepada perusahaan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu akan diberikan pemberitahuan atau pengumuman melalui surat oleh BKPM dan atau pengumuman melalui media massa mengenai kewajiban untuk menyampaikan LKPM.

(3) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 ( tigapuluh ) hari  terhitung sejak tanggal pemberitahuan atau pengumuman tersebut perusahaan tidak menyampaikan LKPM atau  tidak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyeknya, maka BKPM akan membatalkan  Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diterbitkan untuk proyek tersebut. 

BAB VIII

SANKSI  ATAS PELANGGARAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

Sanksi akan dikenakan kepada perusahaan PMDN/PMA yang dalam  kegiatan proyeknya melakukan hal-hal sebagai berikut  :

a.
Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM secara periodik dan/atau;

b. 
Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan dan/ atau;

c.  
Melanggar  peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkutan atau ketentuan perizinan yang telah diberikan.

Pasal 14

Sanksi yang akan dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 13 berupa :

a. Penolakan pelayanan perizinan atau,

b. Penghentian sementara kegiatan pembangunan atau;

c. Penghentian sementara kegiatan produksi atau;

d. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitasyang diberikan atau;

e. Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Pasal  15

(1)
Sebelum sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14  huruf b, c, d dan e dikenakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, IPMK setelah berkoordinasi dengan IPMP dan BKPM memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(2) Dikecualikan dari pemberian peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bilamana perusahaan melakukan  pelanggaran  yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, ketertiban umum, dan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

(3)
Perusahaan yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan kepada IPMK atau IPMP atau BKPM, apabila hal-hal yang menyebabkan pengenaan sanksi dianggap tidak benar dengan disertai bukti-bukti yang diperlukan.

Pasal  16

(1) Sanksi berupa penolakan pelayanan perizinan, dikenakan  terhadap perusahaan apabila tidak menyampaikan LKPM secara periodik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh BKPM kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada IPMK dan IPMP.

Pasal 17

(1)
Sanksi  berupa penghentian sementara kegiatan  pembangunan, dikenakan terhadap perusahaan yang jenis usahanya wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun perusahaan sudah melakukan kegiatan pembangunan fisik sebelum AMDAL nya mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang.

(2)
Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan produksi, dikenakan terhadap perusahaan, apabila terdapat salah satu atau lebih dari hal-hal berikut :

a. Proses produksi, bahan baku/penolong yang digunakan ternyata membahayakan keselamatan umum;

b. Kegiatan perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;

c. Perusahaan tidak memiliki Izin Usaha Tetap setelah berproduksi;

d. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya dan atau melaksanakan proyek tidak sesuai dengan Surat Persetujuan.

(3)
Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, diatur sebagai berikut :

a. Sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atas usul IPMK setelah berkomunikasi dengan Gubernur atas usul IPMP atau oleh BKPM.

b. Pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana  tersebut dalam huruf a., disertai dengan penetapan batas waktu bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan upaya perbaikan;

c. Apa bila terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum dan ketertiban umum yang bersifat mendesak, Bupati/Walikota setempat dapat langsung memerintahkan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur  dan Kepala BKPM.

d.
Keputusan penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi akan ditinjau kembali, bilamana dalam batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan telah melaksanakan perbaikan.

Pasal 18

(1) Sanksi berupa pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas, dikenakan terhadap perusahaan apabila melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

a.
menyalahgunakan fasilitas yang diberikan;

b.
tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah perusahaan terkena sanksi penghentian sementara kegiatannya.

(2)
Pengenaan sanksi pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang telah diberikan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal dilaksanakan oleh BKPM.

(3) Berdasarkan keputusan pencabutan fasilitas tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal  Pajak melaksanakan tindak lanjut atas pencabutan fasilitas berupa pengembalian fasilitas yang terhutang dan IPMK, IPMP dan BKPM memantau tindak lanjut pelaksanaan pencabutan fasilitas dimaksud.

Pasal 19

(1) Sanksi berupa pencabutan Surat Persetujuan dikenakan terhadap perusahaan apabila terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut :

a. Perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk kegiatan yang nyata, tetapi tidak melanjutkan usahanya;

b. Tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota bersangkutan setelah terkena sanksi penghentian sementara kegiatannya, dan/atau setelah terkena sanksi pencabutan fasilitasnya;

c. Ditemukan adanya pelanggaran perizinan;

d. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal perusahaan sudah mempunyai IU/IUT, sanksi pencabutan Surat  Persetujuan  sekaligus berlaku sebagai pencabutan IU/IUT.

(3)  Pengenaan sanksi pencabutan Surat Persetujuan dilaksanakan oleh BKPM .

(4) Sebelum sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan, dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal kabupaten Kota yang  dituangkan  dalam  bentuk BAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB IX

PENYELENGGARAAN  PENGENDALIAN  PELAKSANAAN PENANAMAN  MODAL  DI  DAERAH  KAPET  DAN 

KAWASAN  BERIKAT / OTORITA

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah KAPET dilakukan oleh IPMK  dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan  sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

(2) Dalam menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah KAPET, IPMK bekerjasama dengan Badan Penyelenggara KAPET.

Pasal 21

Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah Kawasan Berikat dan Otorita dilakukan oleh BKPM bekerjasama dengan Penyelenggara Kawasan Berikat dan Otorita.

BAB  X

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal  22

(1) Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek, wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di daerah lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
g. Mewakili perusahaan dalam membina hubungan kedinasan dengan IPMK, IPMP, BKPM atau Instansi lain yang bersangkutan dengan penanaman modal.

h. Menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan memberikan penjelasan yang diperlukan dalam kaitannya dengan laporan tersebut.

(2)
Penanggung  jawab perusahaan harus dapat memperlihatkan izin-izin yang bersangkutan dengan penanaman modalnya di lokasi proyek.

BAB  XI

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  23

Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Penanaman Modal Provinsi dapat  melakukan pembatalan atau pencabutan baik atas permohonan perusahaan atau karena adanya pelanggaran atas Surat Persetujuan yang telah diterbitkan sesuai kewenangannya sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden No 29 tahun 2004 , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari  kerja sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini. 

BAB  XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1)
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(2)
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di
:
Jakarta

Tanggal            
:
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